DPRD Sanggau Setujui Perubahan APBD
Tahun 2019

SANGGAU-DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan ke-3 tahun
sidang 2019 dalam rangka pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2019 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Rabu
(25/9/2019).

Rapat dengan agenda Pendapat Akhir (PA) Fraksi-fraksi DPRD Sanggau terhadap APBD
Perubahan tahun 20109.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau,
Hendrykus Bambang dan dihadiri Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Kemudian, Anggota DPRD Sanggau, Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Jajaran OPD
Sanggau dan undangan lainya.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya rancangan perubahan APBD Kabupaten
Sanggau tahun anggaran 2019 disetujui tujuh fraksi di DPRD Sanggau.

Menanggapi persetujuan seluruh fraksi DPRD Sanggau, Bupati Sanggau Paolus Hadi
mengucapkan terimakasih kepada tim anggaran eksekutif dan legislatif yang telah mencermati,
mengkoreksi dan mengkritisi serta memberikan masukan berharga untuk memperbaiki dan
menyempurnakan rancangan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.

"Sehingga bisa disetujui dan disahkan menjadi Perda, "katanya.

PH sapaan akrabnya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seluruh
perangkat daerah berkenaan dengan pelaksanaan perubahan APBD hingga akhir tahun anggaran
20109.

"Pertama, materi penganggaran yang tertuang dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019
merupakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang mengacu pada dokumen RPJMD,
RKPD, RENSTRA dan RENJA SKPD dan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan
pengelolaan keuangan daerah, peraturan pengadaan barang dan jasa dan peraturan perundang-
undangan lainnya, "ujarnya.

Kedua, Proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, berkoordinasi dengan BPBJ dan LPSE serta TP4D dan kementerian terkait lainnya.
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Ketiga, bagi SKPD yang mengelola dana alokasi khusus terutama DAK fisik agar dapat
memaksimalkan penyerapan anggaran mengacu pada petunjuk teknis dari kementerian terkait.
"Dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018, berkoordinasi dengan
KPPN Sanggau serta memanfaatkan aplikasi OM SPAN, "ujarnya.

Kemudian, Kempat dengan semakin meningkatnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah
Desa baik yang berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak
dan retribusi daerah harus diimbangi tata kelola yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

"Kelima, kepada para lurah se-Kabupaten Sanggau yang mengelola dana khusus kelurahan yang
bersumber dari DAU tambahan tahun anggaran 2019 agar dapat memaksimalkan penyelesaian
kegiatan di kelurahannnya masing-masing, "ujarnya.

Keenam, dalam hal terdapat kegiatan lanjutan pada SKPD sebagai akibat dari keadaan force
majeure maka kepala SKPD harus menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember
tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD
mengacu pada pasal 138 Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

"Ketujuh, dalam rangka mewujudkan salah satu dari seven brand image Kabupaten Sanggau
yaitu Sanggau tertib diminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
agar menjaga integritas dan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan
keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan pengadaan barang dan jasa, "pungkasnya. (*)

Sumber :
1. https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/25/dprd-sanggau-setujui-perubahan-
apbd-tahun-2019?page=2
2. https://www.suarakalbar.co.id/2019/09/sah-perubahan-apbd-sanggau-2019-
diketuk.html

Catatan Berita :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terdapat pengaturan sebagai berikut :

a) Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa :

Laporan realisasi sementer pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 160

menjadi dasar perubahan APBD.

b) Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa :

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila

terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
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e. keadaan luar biasa

c) Pasal 162 ayat (1) menyatakan bahwa :
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam
pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksinya Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah

d) Pasal 163 menyatakan bahwa :
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar
rincian obyek belanja.

e) Pasal 165 menyatakan bahwa :
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf ¢ diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

f) Pasal 166 ayat (1) menyatakan bahwa :
Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang
belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dalam
rancangan perubahan APBD.

g) Pasal 167 ayat (2) menyatakan bahwa :
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen)



